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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT
'HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR: 1%} TAHUN 1991
TENTANG

PEWMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS SOSIAL KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT
HULU SUNGAI SELATAN,

DENGAN RAHRAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT ITHULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujutkan Otonomi yang nyata
dan bertanggung jawabd dengan titik berat pada
D erah Tingkat II, diperlukan adanya penanganan
masalah kesejahteraan Sosial secara menatap pada
Xabupaten Daerah Pingkat II Hulu Sungai Selatan;

b. bahwa dalam rangka upaya peningkatan dan pengen
tasan masaleh Sosial yang tepat dan terarah se
bagai salah satu usaha untuk meningkatkan ke
sejahteraam masyarakat Daerah Tingkat II Hulu -
Sungai -Selatan ;

8+ bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di -
atas perlu diadakan Pembentukan, Susunan Organi
sasl dan Tatakerja Dinas Sosial Kabupaten Dasrah
Tingkat iI Hulu Sungai Selatan,dengan menetapkan
nya dalam suatu Peraturan Yaerah.

Mengingat : 1. U dang-U dang Nomor 27 Tghun 1959 Penetapan Un -
- dang-Updang Darurat Nomor 3 “'shun 1952 tentang -
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ;

2. Updang-Updang Nomor 5 Yahun 1974 tentang Pokok -
Pokok 2 amerintahan Di Daerah ;
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h lomor 5 Tahun 195g

inta
3, Paraturape§;2;;han Pugas dilapangan So-

tz:;aﬁgpada Dgerah Tingkat I ;

s o

an Menteri Dalam Negeri Nomor 14
£e§3§u5977 tentang Bentuk Peraturan Dag
a e

rah ;

5, Beputusan
Tohun 1977 .
susuaan Organisasdi:

Jaerah 3

4o

sgnteri Dalam Negeri Nomor 363
sontang Pedoman Pembentukan,
dan Tatakerja Dinams -

; i Dyperah Tingk
Paraturan Yaerah rropinsi Yg gray
6 [ eratu Selataﬂ Nomor 12 Tahun 1990

I K,limantan ve | .
ten%ang Penyerahan Sebagian Urusan Pg -
merintah Propinsi UgerahnTingkat I Kgli-
mantan Selatan dalam Bidang Usaha Kesejah

ﬁeraan Sosial kepada Vaerah Tingkat II. .

Dengan péréetujuanv Dgewan :Perwakilan Rakyat Dgerah
K bupaten Daerah Tingka® II Hulu Sungai Selatan.-

MLLUTUSKAL N:

FRATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
IT HULU SUNGAI SELLTAN TENTANG PEMBENTUK
AN, SUSUNAN ORGANISASI DN TATAKERJA DI-
NAS SOSIAL KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN, ‘

 BAB I
~ KETENTUAN UMUM
~ Pagal 1

Dalam Peratgran Daerah ini 3 mak
dengan et il yang dimakoud
a, D 8erah : adalah Kzbupaten Dagre
: rah Tingkat II Hulu
Sungai Selatan ;

henetapkan: 2

Dipindai dengan CamQcanner



-3 -

b. Pemeriintah Daerah : adalah Pemerintah Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Hulu Sungai -Se-
latan ;

adalah Bupati Kepala Dgerah Ting
kat II Hulu Syngai Selatan ;

adalah Dinas Sosial Kabupaten -
Daerah Tingkat II Hulu Sungai -
Selatan ;

e. Kepala Dinas : adalah Kepala Dinas Sosial Kabu-
paten Dyerah Tingkat II Hulu -
Sungai Selatan ;

f£. Cabang Dinas : adalah Cabang Dinas Sosial Kabu-
paten Dgerah Tingkat II Hulu
Sungai Selatan.

e

c. Kepala Dgerah

d., Dinas Sosial

g Unit Pelaksana Tek : adalah Unit Pelaksana Teknts Di-
nis , nags Sosial Kabupaten Daera.. Ting
kat II Hulu Sungai Selatan.

B A B IT

PEMBENTUKAN, KESUDUKLN,
TUGAS PUKUK DAN FUNGSI

"\ Bagian Pertama
Pembantukan
Pasal 2
D_enga.n.’]?era’curan Daerah ini dibentuk Dinas Sosial.
’ Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

(1) Dinéé Sosial adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah
dibidang usaha Kesejahteraan Sosial.

Dipindai dengan CamQcanner
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(2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepaj,
Dinas yang berada dibawah dan bertanggUng

jawab kepada hepala ~aerah, sedangkanp .
dalam bidang administrasi dibawah koordipg,
81 Sekrstaris Wilayah Daerah Tingkat 17
Hulu Sungai Selatan.
Bagian Ketiga
Tugas Pokwk
Pagsal 4

Dinas Sosial mempunyail tugas pokok melak
sanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah d4
bidang Usaha Kesejahteraan Sosial dan tudng -
tugas lain yang diborikan oleh #epala Daerah
kepadanya.

Bagian Keompat

Fungsi
Pasal 5
Untux weuyelonggerakan tugas sebagaizana
tersebut pada pasal 4 Yeraturan Vaarah i1 |
Dinas Sosial memruayai fungsi -

I
pemberian bimbingan dan pembinzap pembsrian
izin,koordinasi dan tugas-tugas lain yang di
serahkan kepada Kepala Dgerzh sesuad dangan
Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

b. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengen-
dalian teknis atas pslaksanaan tugas pokck
nya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetap
kan oleh Kepala vjerah ;

c. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan tugas
pokoknya dan berdasarkan peraturan perundang
undangan yang berlaku.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI
Pagal 6

Dipindai dengan CamQcanner
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(1) Susindn 67ganisasi Dina¥ Sosial terdiiri dari :
a. Kepala Dinas ; '
b. Sub Bagdan Tata Ugaha ;

Seksi Penyusunan Hencana dan Program ;

Ce
“ 4. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kesejahteraan
Sosial ; -
e, veksi tehabilitasi dan relayanan Kesejahteraan
Sosial ;

£, Seksi Bantuan Kesejahteraan Sosial.

(2) Sub Bagian Tata Usaha dan masing-masing Seksi dipim

~pin oleh seorang Kepala yang berade dibawah dan ber

tanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

(3) Bagan Susunan Opganisasi Dinas Sosial sebagaimana. -
terlampir pada feraturan Vaerah ini merupzkan hagian
yang tidak terpisahkan.

B 4B iv
SUB BAGIAN TATA USAHA DEN
SEKSIY SEKSI OINAS SOSIAL
Bagaan Pertama
Sub Bagain Tata Usaha

Pasal T

* Sub Bagaan Tata Ugaha mempunyai tugas memberikan
pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi

dalam lingkungan Dinas Sosial.
Pgsal 8

gas sebagaimana ter

Untuk dapat menyelenggarakan tu
Sub Bagaan Tgta -

sebut pasal 7 Peraturan Jgerah ini,
Usaha mempunya: fuggsi :

a. melakukan urusan administrasi umum ‘dan kearsipan ;

b. melakukan urusan kepegawaian ;

C. melakukan urusan keuangan-i'
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d. Melakukan urusan perlonghapan dan mmah tang

ga ;
Mglakukan urusan lainnya dalam rangka membant,,
Mepala Vinas .

8.

Pasgal 9
Sub Bagian Tata Ugaha terdiri dari

a. Urusan Umum .
b. Urusan Kepegawaian ;

c. Urusan Keuangan.

Pasal 10

(1) Urusan Upjum m:mpunyai tugas melakukan urugap
administrasi dan perlengkapan rumah tangga -
serta melaksanakan tugas~-tugas lain.:

(2) Upusan Kepegawaian mempunyei tugas melakukan
kegiatan pengelolaan urusan kepegawaian dan
tatalaksana.,

(3) Urusan keuangan mempunyai jugas melakukan ke
giatan pengelolaan urusan keuvangan dan pembia
yaan lainnya, i

Bagian Kedus,

Seksi Penyusunan Hencana
dan Program

dang pengusunan, program dan kegiatan-kegiatan -

lainnysg alam bidang perencanaan dan pengendalian
program. |

sebut pagal 11 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyu-
ogram mempuhyai fungsi ;

S ! _Pengumpulam, pengelolaan,pe
Allaian dan penyajian qaty dibidang ushha kese

Dipindai dengan CamQcanner
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menyusun rencana program dan prcyek dibidang uszha

kesejahteraan sosial ;

membina tatala<sana rencana program memantau menge
valuasi dan melaporkan pelaksanaan program dan pro
yek serta merumuskan perbzikan dibidang usaha ke-
sejahteraan Sosial ;

melakukan kegiatan lain dalam rangka membantu Kepala
Jinas.

Pgsal 13
oeksi fenyusunan Rencana dan srogram terd ri -
dari «:
a. Sub Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan ~ata ;

b.

C.

(1)

(2)

(3)

Sub Seksi Fenyusunan crogram ;

’
Sub Seksi Zvaluasi dan Pelaporan,
Pasal 14
Sub deksi fengumpulen dan sengelclaan Jata mempunyai
tugas :

e. melakukan pengumpulan, pengelolaan dan penyusunzn
penilaian dan penyajian data statistik usaha  EKg
sejahteraan sosizl ;

[=1
an dan pelaESGnaun Abglatan program dan a“oyeh
Sub Seksi Ffenyusunan Program mempunyai tugas :

a. mengadakan pertemuan kebijeksanaan teknis rencana
program dan proyek dibidang usaha kesejahteraan -
sosial ;

b. melaksanakan pembinzan dan pengendzlian tatalzaksa
na rencana program dan proyek uszha kesejahteraan
sosial,

Sub Seksi Evaluasi dan Belaporan mempnuayi tug
laksanakan :

(48]
(5]
|®

a. melakukan penilaian/eveluasi terhadap p=laksanaan
rencana program dan proyek dibidang usaha kesejah

teraan sosial ;
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- 8 ~

b. membuat laporan atas hasil pedaksanaan ren
cana program dan proyek sorta menyusun -

laporan berkala Jinas.
Bagian Ketiga

Seksi Pembinuan dan Pengembangan
Kesejahteraan Sosial

Pasal 15

Seksi Pembinaan dan Pengembangan ke .

sejahteraan Sosial mempunyai tugas :

Membantu hepala Jinas Sosial dalam bidang -
pembinaan dan oengembangan Usaha Kesejahterg
an Sosial.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana
tersebut pasal 15 Peraturan Daerah ini.Seksi
fembinaan dan pengembangan Keseiahteraan So-
sial mem_unyai fungsi

2. melakukan penyuluhan dan bimbingan sosial
perencanaan dan penilaian kegiatan operas
sional dan bimbingan sosial ;

b. meleakukan penyuluhan, pembinaan,bimbingan
dan pendayagunaan sarana kesejahteraan -
masyarakat ;

c. melakukan pembinaan terhadap opeganisasi-
sosial ;

d. melakukan kegiatan lainnya dalam rangka -
membantu bepala Dinas.

| o Pagal 17
Peksi Pembinaan dan Pengembangan Kesejah
teraan Sosial terdiri dari

a. Sub Ssks? Yenyuluhan dan Bimbingan Sosial;
b. iu: eksi Pembinaan Kesejahteraan Masyara-
a .

L
C. Sub Seks: Pembinaan Uiganisasi Sosial.

Dipindai dengan CamQcanner
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Pasal 18

(1) Sub Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial mempunyai
tugas

a. melakukan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan

operasional penyuluhan Sosial baik secara lisan
tertulis dan peragaan -

b. melaksanakan bimbingan,pengembangan dan dinamika
Sosial dasar,

(2) Sub Seksi Pembinaan Kesejahteraan liasyarakat mem -
punyai tugas

a., melakukan pengusunan perencanaan tataleksana '

penilaian dan pendayagunaan sarana kesejahteraan
sosial ;

b. melaksanakan bimbingan, pembinaan dan pengembangan
kesejahteraan Sosial anak,keluarga dan mesyarakat.

(3) Sub Seksi vembinean brganisasi Sosial mempunyai tugas:

a. melakukan penyusunan rencana pelaksanaan dan evalaa

si organisasi sosial mesyarakat ;

b. melaksanakan pembinaan,bimbingan,kegia¥an pelayan-
an organisasi sosial masyareskat,

Bagaan Keempat

Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan
Kesejahteraan Sosial

Pasal 19

- Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Kesejahterzan -
Sosial mempunyai tugas membantu Keoals Jinas dzlam menye
lenggarakan, pengaturan bimbingan dan kegiatan -kegiatan

lain dibidang rehabilitasi dan pelayanan kesejahteraan -
Sosial,

Pagal 20

U, tuk meyelenggarakan tugas sebagaimzna tersebut
pasal 19 Beraturan vzerah ini, Seksi Rehabilitasi dan Pe-
layanan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi

-
.

Dipindai dengan CamQcanner
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melakukan bimbingan dan pembinaan serta rep,

bilitasi penyandang cacat ;

b. melaksanakan bimbingan penyuluhan,pembinagp
dan rehabilitasi tuna sosial ;

c. melakukan pelayanan kesejahteraan anak . dap
keluabga ;

'd. melakukan kegiatan lain dalam rangka membanity
Kepala Dinas Sosial.

Pasal 21
Seksi fehabilitasi dan Pelayanan Kesejahteraap
Sosial terdiri dari 5
a. Sub Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial ;

b. Sub Scksi Pelayanan Lkesejahteraan Anak dan Ke-

luarga,
Pasal 22
(1)Sub Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial mempunyai -
tugas
a. melakukan penyusunan perencanaan, penyelengga-
raan dan bimtingan terhadap pemyendang T, na
Sosial ; 4

b. melakukan pembinaan dan rehabilitasi terhadap-
bpengemis gelandangan, orang terlantar, -anita
Tuna Susila dan bekas narapidana,

(2)8ub Seksi felayanan Kesejahteraan anak dan ne
luarga mempunyai tugas B

a. melkgkgn benyusunan perencanaan dan bimbing
an dibidang kesejahteraan anak dan keluarga;

b. melaksanakan usahsa pembinaan dan pelayanan -

kesejahteraan sosial terhadap anak terlangar
dan keluarga miskin.

c. melaksgnakan pembinaan terhadap generasi muda
wadah Xarang Taruna.

Bagian Kelima
Seksi Bantuan Kesejahteraan Sosizal.

Dipindai dengan CamQcanner
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- Pasal 23

Seksi Bantuan Kesejahteraan Sosial: mempunyai tugas mem -
bantg K?pala Dinas dglam rangka menyelenggarakan Pengatur
an bimbingan dan kegiatan-kegiatan lain dalam bidang ban-
tuan kesejahteraan sosial,

23 Peraturan Daerah ini, “eksi B

Pysal 24

Uptuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pasal
antuan Kesejahteraan Sosial

mempunyai fungsi ;

e

b.

€

~ Sub Seksi Bantuan K rban Bencana ;

melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap
korban bencana- ;

melaksanakan bimbingan pembinaan dan bantuan peningkat-
an kesejahteraan Sosial ;
melakukan bimbingan, pengarahan dan pengendalian sumbang

an Sosial masyarakat ;

melakukan tugas-tugas lain dalam rangks membantu Kepala
Dinas Sosial.

Pasal 25

Seksifﬁantuan Kesejahteraan Sosial terdiri dari

Sub Seksi Bantuan Kesejahteraan Sosial ;

Sub Seksi Pembimaan Sumbangan Sosial.

Pasal 26 ’ )

(1) Sub Seksi Bantuan K rban Bencana mempunyai tugas

a. melakukan penyusunan perencanaan, evaluasi dan peman
tauan korban bencana ;

b. Melakmenakan bantuan dan pembinaan terhzdap korban -
bencana ;

B,

Dipindai dengan CamQcanner
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(2)

(3)

(1)

(2)

sejnh¥yeraan Sosial menm

Sub Seksi Bantuah Ke
punyai tugas

melakukan
sanakan dané@

an Sosial ;
melakasanakan pembINAPN dgn_bimhingan -
bantuan kesejahteraan gos%al terhadap Ke-
luarga PahlawanﬂPerint%s Kemerdekaam ,Ve
teran dan Usia Lgnjut ierlantar.
Sumbangan Sosial mempunyai

Sub Seksi fembinaan . R :
pemberian izin, monltoring’

tugas melaksanakan
" dan pengawasan terhadap usaha

pengendalian
pengumpulan uang dan barang.

B 4 B Vv

CABANG JiNAS D&N UNIT
PELAKSANA TEKNIS oINAS

n, perencanaan, melak

enyusuna . K
peny ; bantuan kesejahtera

B valuas

Pasal 27

Perubahan organisasi, penambahan dan pengurang
an satuan organisasi pada Binas Sosial akan
diatur semmai dengan rferaturan perundang—undang
an yang berlaku.

Cabang Dinas dan U it Pelaksana teknis Jinas -
Sosial pembentukan dan penerapannya akan di -
atur ¥ersendiri sesuail dengan peraturan Perun

- dang-undangan yang berlaku.

BAB Vv
TATA KERJA
Pasal 28

Untuk melaksanakan tugaa Kepagla Dinas , ~

- Kepala Sub Bagi L '
para Kepala Uglan Tata U aha, para Kepala Seksi ,
Jinas Sosial i:;ég dan _ara fAepaia Sub Seks  pada
. ) 10 menerapk . . :
integrasi dan sinkronisasg & prinsip koordinast,

—

Dipindai dengan CamQcanner



- 13 -

Pasal 29 | g

Setiap Pimpin.n satuan organisasi dalam lingkungan Dinas
sogial bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan-

nya masing-masing dan memberikan bimbingan serta bagi pelak -~
sanaan tugas bawahannya,

Pasal 30

Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas
Sosial wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila -
terjadl penyimpangan,agar mengambil langkah langkah yang di
perlukan sesual dengan peraturan perundang-undangan yang ber-
laku. '

Pasal 31
Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan -
Dinas Sosial wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab -

kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala
tepat pada waktunya. : .

Pasal 32

, Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan or- .
ganisasi dari bawahannya wajib diolih.dan dipergunakain sebagal
bahan untuk menyampaikan laporan lebih lanjut kepada atasan -
yang lebih tinggi. ‘

Pasal 33

Para Kepala Seksi pada Dinas Sosial menyampaikan laporan
kepada Kepala Dinas pglalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha ¥ang
menampung semua laporan serta menerbitkannya sebagai laporan
berkala Dinas Sosial. '

“tﬁ:z&;B :vsI
KEBE@&?AI§N
‘Pasal 34

Dipindai dengan CamQcanner
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- 14 - -
at dan diberhentikan olep

inas diangk 1 di :

gsg:i:uzlgzpala Daerah T}Egka?-l Kalimantan
Selatan atas usul Kepala aerah.

Bagi Kepala Sekei dp-
K Bagian dan Para 1€p 7
Kepale d'%erhentikan oleh Gubernur Ke
angkat dan d10€ : : crus

Pingkat I Kalimantan Selatan a$gg

pala Daerah

usul Kepala Yaerah. )

: : Sub Seksi pada
Kepala Urusan,para Kepgla :

g?ﬁ:s Sgsial diangéat dan diberhentiikan oleh

Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Sosial,

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Segala k-tentuan yang berhubungan dengan usua
an dibid ng usaha kesejahteraan Sosial yang

vang sudeha ada masih tetap berlaku sampai -

dengan diaturnya keteutuan yang bvaru berdasar
kan Peraturan Daerah ini. ' :

Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud ayat
(1) Pasal ini yang dilaksanakan oleh Cabang
Dinas Sosial Propinsi Dgerah Tingkat I Kali-
mantan Selatan dialihkan menjadi tugas Uinas

Sosial.

B 4AB - VIII

PENUTUP
' Pagal - 36
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan -
Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya
akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala
Daerah.

Segala sesuatu yang bertent
yar angan dengan Pe
;:;:ran Daprah ini dinyatakan tidak berlaku-

Dipindai dengan CamQcanner
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kk bupaten Dgerah Tingkat IT
Hulu Sungai Selatan,
Ketua,

M. YUSERAN AN{AR. BA.
piundangkan dalam Lembaran Paerah

K,bupaten Daerah Tiyngkat II Hulu
Sungai Selatan

fomor : 4

Pada tanggal : 23 Maret 1992
Lahun : 1992

Seri ¢ D

Nomor Seri (3 4

D
~ A
/
> K
ﬂ*‘v.
8l ]
.
o

9 -

Kandangan » 30 Dsemabar 13991,

Bypati Kepala Dgerah Tingkat II

Hulu Sungai Selatan,

cap. dtt.

H, MOH, ARL:iN, SH,
Disahkan oleh Gybernur Kepala

Daerah Tingkat I Kalimantan -
Selatan dengan Subat Kepubusan

Nomoxr : 94 / SK-1 /KUM.

Tanggal : 10 Maret 1992

-7
7 -,
s 5 F . -
"‘j l""/ - st

_G;fﬁl Ideris

A psani .

TN
.'i..“/’l o t

RN A TFINICEN

===mida===

/ <,/ Pembina
“NIP. 010 041 008.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum d Perundang-Undangan,

ZAIN[ FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002
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